
 

 

 

 

 

WALIKOTA BATU 
 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN  WALIKOTA  BATU 

NOMOR 6 TAHUN 2014 
 

TENTANG 

 

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2014  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA  BATU, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 huruf a 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan untuk 

mewujudkan pengelolaan dana alokasi desa yang transparan 

dan akuntabel, perlu membentuk Pedoman Umum 

Penggunaan Alokasi Dana Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu 

tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa 

Tahun Anggaran 2014; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun   1999  tentang  

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2001  Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara  Republik  Indonesia            

Tahun  2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  

2004  Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 5495); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4587); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4826); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 

23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  

Anggaran 2014; 

26. Peraturan Walikota Batu Nomor 8 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 

7 Tahun 2006 tentang  Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;  

27. Peraturan Walikota Batu Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2014; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM 

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN          

ANGGARAN 2014.  

 

Pasal 1 

 

1. Daerah adalah Kota Batu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batu. 

3. Walikota adalah Walikota Batu. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu. 

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan 

Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB 

adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan 

Keluarga Berencana Kota Batu. 

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang 

selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu. 
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7. Bagian Administrasi Pemerintahan adalah Bagian 

Administrasi Pemerintahan Kota Batu. 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis 

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk 

oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan 

mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 

13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah 

dana desa yang berasal dari APBD Kota yang merupakan 

bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang diterima oleh Kota untuk desa paling sedikit 10% 

(sepuluh perseratus). 

14. Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah 

suatu pedoman yang digunakan sebagai acuan bagi desa 

dalam menggunakan Alokasi Dana Desa. 

 

Pasal 2 

 

(1) Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa harus 

menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

(2) Kepala Desa berkewajiban merencanakan, 

mensosialisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan 

penggunaan Alokasi Dana Desa. 
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(3) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan 

Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

 

 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini 

menjadi petunjuk pelaksanaan tata cara Penggunaan Alokasi 

Dana Desa Tahun Anggaran 2014. 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Batu. 

 

Ditetapkan di Batu 

pada tanggal  3 Januari 2014 

 

WALIKOTA BATU, 

 

ttd 

 

EDDY RUMPOKO 

 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal 3 Januari 2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU 

 

ttd 

 

W I D O D O  

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2014 NOMOR 4/A 

 

 

 


